
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

DONNY ANDIANSYAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG
2016



ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada SKPD di Kota Bandar

Lampung)

Oleh: Donny Andiansyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pelatihan
staf keuangan, teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah
pada kualitas pelaporan keuangan. survei dilakukan terhadap pegawai di bagian
sekretariat, bagian bidang anggaran, bagian bidang perbendaharaan, dan bagian
bidang akuntansi yang di ambil menggunakan metode purposive sampling dengan
mendistribusikan kuesioner kemudian hasil kuesioner dianalis menggunakan
sofeware SPSS (Statistical Product And Sevice Solution) versi 22.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa semua variabel x dalam penelitian ini
(sumber daya manusia, pelatihan staf  keuangan, teknologi informasi, dan penerapan
standar akuntansi pemerintah) berpengaruh  pada kualitas pelaporan keuangan. Hal
tersebut dapat dilihat dari  hasil analisis  regresi linier berganda dimana sumber daya
manusia hasil analisis signifikansi sebesar  0,037 dengan nilai t- tabel sebesar  2.122,
pelatihan  staf  keuangan analisis signifikasi sebesar  0.027 dengan nilai t-tabel
sebesar  2,257,  kualitas teknologi informasi analisis signifikasi sebesar  0.006 dengan
nilai t-tabel sebesar  2,843, dan  penerapan standar akuntansi pemerintah analisis
signifikasi sebesar  0.039 dengan  nilai t-tabel sebesar  2,106. Dari hasil tersebut nilai
analisis signifikasi  kurang dari  0.05 dan nilai t-tabel yang  positif menunjukan
masing-masing  variable berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan  keuangan.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pelatihan Staf Keuangan, Teknologi
Informasi, Penerapan  Standar Akuntansi, Pelaporan Keuangan



ABSTRACT

FACTORS ANALYSIS THAT AFFECT FINANCIAL REPORT QUALITY

By: Donny Andiansyah

This study aims to determine the effect of human resources, finance staff training,
information technology, and the government's application of accounting standards on
the quality of financial reporting. a survey conducted on employees in the secretariat,
part of the budget, part of the field of treasury and accounting fields part in the
capture using purposive sampling method by distributing questionnaires and then the
questionnaire results were analyzed using SPSS sofeware (Statistical Product And
Sevice Solution) version 22.

Results of the study revealed that all variables x in this study (human resources,
finance staff training, information technology, and application of accounting
standards the government) have an effect on the quality of financial reporting. It can
be seen from the results of multiple linear regression analysis in which the results of
the analysis of human resources with a significance of 0.037 t value tables for 2122,
finance staff training analyzes the significance of 0027 with t-table value of 2.257, the
quality of the analysis of the significance of information technology for 0006 with t-
table value of 2.843, and the government's application of accounting standards
significance analysis of 0039 with t-table value of 2.106. The results of the analysis
of the significance value less than 0.05 and the value of positive t-table shows each
variable positive effect on the quality of financial reporting.

Keywords: Human Resources, Financial Staff Training, Information
Technology, Application of Accounting Standards, Financial Reporting
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik di dunia telah terlibat dalam strategi perubahan

kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas.

Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang

awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik

yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan manajemen sektor

publik tersebut kemudian dikenal dengan istilah New Public Management (NPM).

NPM  berakar  dari  teori  manajemen  yang  beranggapan  bahwa  praktik bisnis

komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan

praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki

kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen

yang diterapkan di  sektor swasta  ke  dalam  sektor publik, seperti pengadopsian

mekanisme pasar, kompetisi tender, dan  privatisasi perusahaan- perusahaan

publik (Mardiasmo, 2009).
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Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan

pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi

berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan

karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan,

terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang

akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai

untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen,et al, 2007).

Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara

dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu ketentuan dalam

Undang-undang tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi

instansi pemerintah.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara

disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah

yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi

pemerintah. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan

basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.
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Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada

saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat aset dan

kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat

terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) serta mencatat aset dan

kewajiban.Undang-undang tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah

untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun. Batas

waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (full accrual) diundur

sampai dengan tahun 2014 (UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005, PP

No. 71 Tahun 2010).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah

harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan

dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat,

sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan.

Dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan

untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan

(predictive value), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah

dibuat sebelumnya  (feedback  value). Agar informasi dikatakan relevan,

informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk

pengambilan keputusan (timeliness)
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b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi

dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan

keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda,

tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar

yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut.

Suatu informasi dikatakan andal apabila:

 Dapat diuji kebenarannya (verifiabel)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda,

tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir

yang sama.

 Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

 Penyajian secara wajar/ jujur (representational faithfulness)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan

antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan

oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

c. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat

diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.
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d. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami

oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang

disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif pelaporan keuangan tersebut, berarti

pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria

nilai informasi dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan

kerugian daerah, potensi, kekurangan penerimaan daerah, kelemahan administrasi,

ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. Oleh karena itu

berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini diberi judul “Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan”

Penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia diantaranya

dilakukan oleh Sukmaningrum (2013) dimana penelitiannya menunjukkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangandimanafaktor sumber

daya manusia dan pemanfaatan tekonologi informasi menjadi faktor penentu

untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Sementara

penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik,

menyatakan bahwa kualitas dari laporan keuangan sering disertai dengan
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sejumlah masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan

keuangan) yang menghambat tingkat kualitas pelaporan keuangan (Christiaens,

2001).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sukmaningrum (2013) di Semarang yang

menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas informasi

pelaporan keuangan pada pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

kualitas informasi pelaporan keuangan pada sektor publik di Semarang yang

cukup rendah, selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan faktor-faktor

kontigensi yang terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan

keuangan tersebut

Diantaranya faktor sumber daya manusia, pelatihan staf keuangan, kualitas

teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Berbeda

dengan Sukmaningrum (2013) penelitian ini menggunakan satuan kerja

pemerintah daerah sebagai objek penelitian karena satuan kerja merupakan ujung

tombak pemerintah pusat di daerah.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan pada

pemerintah ini perlu dilakukan karena belum menyediakan bukti yang cukup

meyakinkan mengenai keberhasilan para SKPD menyajikan laporan keuangan

dengan menggunakan peraturan yang baru dalam meningkatkan akuntabilitas

sektor publik (Cohen et al, 2007; Carlin dan Guthrie, 2003).

Penelitian dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor

sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan,

dan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan penerapan
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standar akuntansi pemerintah, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran

yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan

keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah

daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan

untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
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1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai

berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh pada kualitaspelaporan keuangan?

2. Apakah pelatihan staf keuangan berpengaruh pada kualitas pelaporan

keuangan?

3. Apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh pada kualitas pelaporan

keuangan?

4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas

pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui  pengaruh antara sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan

keuangan.

2. Mengetahui  pengaruh antara  pelatihan staf  keuangan  dengan  kualitas

pelaporan keuangan.

3. Mengetahui pengaruh antara teknologi informasi dengan kualitas pelaporan

keuangan.
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4. Mengetahui pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahdengan

kualitas pelaporan keuangan.

1.3.2  Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini

mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk  memberikan  bukti  empiris  dan  menganalisis  pengaruh  Sumber

Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas pelaporan keuangan

2. Untuk memberikanbukti empiris dan menganalisis pengaruh pelatihan staf

keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan

3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kualitas

teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan

4. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh penerapan

standar akuntansi pemerintah terhadap kualitaspelaporan keuangan

Kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya  penelitian

inidapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan

memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor  yang

mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan bagi para akademisi,

penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian- penelitian selanjutnya dan

penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

Landasan teori menjabarkan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian

ini, mulai dari teori New Public Management, Teori Regulasi, dan Teori

Keagenan. dan penjelasan mengenai variable dalam penelitian ini. Teori-teori

tersebut inilah yang akan mendukung perumusan hipotesis dan kerangka

pemikiran.

2.1.1. Teori New Public Management (NPM)

Hood (1995) mengenalkan paradigma baru dari ilmu administrasi publik yang

sering disebut New Public Management (NPM) disebut NPM karena berangkat

dari gagasan awal mula paradigma alternatif. Paradigma alternatif ini

menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan

efisien.

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis

komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan

praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki

kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen

yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian

mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan perusahaan publik

(Mardiasmo, 2009).



11

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan

pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi

berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan

karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan,

terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang

akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai

untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et al, 2007).

Menurut Christiaens (2001), reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi

langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap

sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi

pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi

organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan berkualitas

dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan

keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi publik yang

berkualitas. Tanpa penerapan yang memadai semua keuntungan, tujuan dan

harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru

tidak akan dapat memberikan kualitas informasi manajerial dan keuangan yang

relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003).

Secara khusus, dalam literatur akuntansi sektor publik internasional, inisiatif

akuntansi akrual diperkirakan memiliki sejumlah manfaat yang dapat

dikelompokkan dan diringkas sebagai berikut: (i) memberikan gambaran yang

jelas dari total biaya pemerintah, program kegiatan dan layanan yang diberikan;

pengukuran yang lebih baik untuk biaya dan pendapatan; peningkatan proses

kontrol dan transparansi, (ii) fokus lebih besar pada output; fokus pada dampak
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jangka panjang dari keputusan, (iii) penggunaan yang lebih efisien dan efektif dan

manajemen sumber daya dan akuntabilitas yang lebih besar, (iv) pengurangan dan

pengukuran yang lebih baik dari pengeluaran publik, (v) pelaporan yang lebih

baik dari posisi keuangan organisasi sektor publik, (vi) manajemen keuangan yang

lebih baik; peningkatan pengukuran kinerja dan perbandingan yang lebih baik dari

kinerja manajerial antar periode dan organisasi dengan  menghitung indikator

berdasarkan data keuangan dan operasional yang komprehensif dan konsisten;

(vii) perhatian lebih besar untuk aset dan informasi lebih lengkap mengenai

kewajiban organisasi publik melalui aset yang lebih baik dan manajemen hutang;

(viii) perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan dana masa depan (ix)

membantu dengan keputusan membuat/membeli atau menyewa/membeli; (x)

keputusan lebih baik tentang kelayakan penyediaan layanan (Mellett, 2002; Cohen

et al, 2007; International Federation of Accountant-Public Sector Committe, 2000

dan 2002, pp 71-10).

Menurut Pollitt (2002), adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat

tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak

dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana inovasi NPM

secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor

kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan teknik-teknik

baru dalam praktik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

dan membandingkan secara obyektif adopsi dan penerapan aktual dari sistem

akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana

kualitas dari penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor

yang berpotensi berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan.
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2.1.2. Teori Regulasi  (Regulation Theory).

Teori ini dikemukakan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas

seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari

kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai

sisi sang permintaan atau demand dan legislatif sebagai supply.

Terdapat dua teori dalam teori regulasi menurut Scott (2009) yaitu:

Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik)

Teori yang mempunyai pandangan bahwa regulasi haruslah dapat

memaksimumkan kesejahteraan sosial karena regulasi merupakan hasil dari

permintaan publik atas koreksi kegagalan pasar, regulator berusaha sebaik

mungkin memenuhi kebutuhan publik.Walaupun pandangan tersebut merupakan

pandangan yang ideal, namun dalam implementasinya masih mengalami beberapa

masalah. Permasalahan yang timbul dalam Public Interent Theory adalah

kesulitan dalam menentukan berapa jumlah regulasi yang harus dibuat dan apakah

regulasi tersebut akan mampu memuat semua pihak. Terdapat permasalahan yang

serius yang terletak pada motivasi dati badan regulator. Adanya tugas yang

kompleks, sulit bagi badan legislatif untuk mengawasi para regulator.

Kemampuan badan legislatif untuk mendorong regulator bekerja untuk

kepentingan publik menjadi lemah karena hal ini memerlukan biaya yang tidak

sedikit, sehingga seringkali regulator akhirnya bekerja demi kepentingannya

sendiri daripada kepentingan publik.
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Interest Group Theory (Teori Kepentingan Kelompok)

Teori ini memberikan pandangan bahwa sebuah industri beroperasi dalam

kepentingan kelompok. Teori kepentingan kelompok daripada regulasi meninjau

bahwa suatu industri beroperasi mewakili sejumlah kelompok kepentingan atau

konstituen. Pertimbangan beberapa industri manufaktur sebagai contoh.

Perusahan-perusahaan di dalam suatu industri membentuk suatu kelompok

kepentingan tertentu, seperti yang dilakukan pelanggannya. Kelompok

kepentingan lainnya menjadi pengamat lingkungan, yang tugasnya berkonsentrasi

dalam bidang tertentu yaitu pertanggangjawaban sosial industri.

Berbagai kelompok kepentingan akan melobi ke legislatif untuk bermacam jumlah

dan jenis regulasi. Sebagai contoh; industri dengan sendirinya meminta regulasi

untuk melindungi persaingan harga yang dihadapi atau menghadapi pelanggan

pada operasinya dengan industri-industri yang berhubungan. Pelanggan mungkin

akan membentuk kelompok-kelompok untuk melobi standar kualitas atau

pengendalian harga.

Hubuangan teori ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah pemerintah

sebagai pembuat regulasi (regulator) menginginkan informasi dalam laporan

keuangan yang dibuat oleh satuan kerja di setiap daerah berhasil menyampaikan

informasi keuangan yang berkualitas untuk digunakan sebagai pengambilan

keputusan dimasa yang akan datang demi kepentingan publik (Stigler, 1971)
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2.1.3. Teori Keagenan  (Agency Theory)

Dalam teori  keagenan, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan

keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa

orang lain  (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka

dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada

agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan

principal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri

dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Pada dasarnya organisasi sektor

publik dibangun atas dasar agency theory. Diakui atau tidak pada pemerintahan

terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dkk, 2006).

Sementara itu, menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam

organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan

pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen. Hal yang serupa juga

dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi

sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Hal itu pun didukung

Bergman dan Lane (1990) yang menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal

dan agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis

komitmen-komitmen kebijakan publik.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa

pengertian  akuntabilitas  sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah)

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
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kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam

konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah

daerah terdapat   hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai

principal dan pemerintah sebagai agent. Permasalahan yang berkaitan dengan

kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan

manajemen dengan kepentingan stakeholder, namun seringkali manajemen

bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi

mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder baik

para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan.

Penggunaan standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen

kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang

mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Oleh karena itu

kualitas pelaporan keuangan pada satuan kerja dapat menjadi salah satu tolok ukur

dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada masyarakat sebagai

prinsipal.

2.2 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah catatan informasi tambahan atas laporan keuangan

dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan

yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data

juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi
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jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan  informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan

pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan  akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,  kewajiban,

dan ekuitas dana pemerintah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) menyediakan informasi  mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya
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sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya

yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian

yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran; dan

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a. aset;

b. kewajiban;

c. ekuitas dana;

d. pendapatan;

e. belanja;

f. transfer;

g. pembiayaan; dan

h. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan

laporan keuangan pemerintah,  namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan

tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan

bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode (PP

71-10).
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Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

menjelaskan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi

kualitas yang dikehendaki:

a) Relevan

Pelaporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat  mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi

masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa

lalu. Dengan demikian informasi pelaporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna

dalam pengambilan keputusan.
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4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin

yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat

dicegah.

b) Andal

Informasi dalam pelaporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial

dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Secara Jujur (representational faithfulness)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
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kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas

yang diperbandingkan  menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila

entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik

daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

2.3 Sumber Daya Manusia

Widodo (2001)  menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah

kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab

yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman
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yang cukup memadai.

Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan sumber daya manusia

merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam

usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber

daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh

karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan

sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi (Matindas, 2002).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber

daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan

akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai

pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk  menerapkan

sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten

tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan

sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan

logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan proses pelaporan keuangan

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan

pemerintah (Warisno, 2008).

Oleh karena itu yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah pegawai yang

berpengalaman dan bekerja sesuai dengan bidangnya terutama pegawai yang

mengerti akan peran, fungsi, dan tugas dari pekerjaan serta berkerja berdasarkan

pedoman yang ada (Sukmaningrum, 2013).
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2.4 Pelatihan Staf Keuangan

Pelatihan (training) adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan

prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial

mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu

(Stamatiadis et al, 2009). Pelatihan kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun

2003 pasal I ayat 9 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,

sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan

jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan

Menurut Irianto (2009), pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman

kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, skill, dan

sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan.

Pelatihan bagi pegawai merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan

keahlian tertentu serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar.

Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM

organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung

jawab individu yang bersangkutan saat ini (current job oriented). Sasaran yang

ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu

dalam jabatan atau fungsi saat ini (Irianto, 2009). Dimensi dalam variabel

pelatihan staf keuangan diantaranya dimensi kemampunan dimana yang menjadi

indikatornya adalah pelatihan staf keuangan itu sendiri yang  memadai serta
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konsisten dan dimensi pengetahuan yang mana indikatornya adalah kemampuan

karyawan dalam melakukan pekerjaanya (Kusuma, 2013).

2.5 Kualitas Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (hardware dan

software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi

sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

Indriasari, dkk (2008) mengatakan teknologi informasi berperan dalam

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam

organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses

pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Sedangkan menurut Haag dan Keen (1996), teknologi informasi adalah

seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan

melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Dimana teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer

(software & hardware) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan

informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan

informasi (Martin, 1999).

Selain itu juga teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang

diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis,

Secara implisit dan eksplisit teknologi informasi tidak sekedar berupa teknologi

komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang
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disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan

teknologi komunikasi (Lucas, 2000)

Adapula pengertian mengenai telekomunikasi informasi teknologi oleh

Krumwiede (1998), dimana telekomunikasi teknologi informasi merupakan suatu

teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,

mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara

untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan,

akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan

keputusan.

Konsisten dengan sistem informasi dan model perubahan manajemen akuntansi,

survei di sektor swasta, melaporkan bahwa inefisiensi sistem informasi dan

keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk

menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan up-to-date secara efektif,

merupakan hambatan utama untuk pelaksanaan dan kegunaan sistem manajemen

akuntansi (Krumwiede, 1998; McGowan dan Klammer, 1997; Kwon dan Zmud,

1987) dalam variabel kualitas teknologi informasi yang menjadi indikatornya

adalah tersedianya teknologi informasi yang memadai serta dapat digunakan

secara mudah, tepat, dan akurat (Indriasari, 2008)

2.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang

menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh suatu
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komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu

mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan

landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola

penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas dapat tercapai.

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian

laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang

kemudian akan digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis

akrual dan diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015. Dalam rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang

terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO)¸ Laporan

Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK)
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X1

X2

X3

X4

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian, kajian pustaka dan tinjauan penelitian-penelitian terdahulu,

maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber Daya Manusia

Penerapan SAP

Kualitas Teknologi
Informasi

Pelatihan Staf Keuangan

Kualitas Pelaporan
Keuangan
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2.8 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kajian pustaka diatas, dikembangkan hipotesis

berdasarkan faktor-faktor pada satuan kerja yang diduga memliki pengaruh pada

tingkat penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah tingkat satuan kerja,

yang dirumuskan sebagai berikut:

2.8.1 Sumber Daya Manusia

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan

untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital

merupakan sumber inovasi dan gagasan. Organisasi yang dengan human capital

tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan

berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas

sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi,

pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan  kapasitas

organisasi (Insani, 2010). Menurut Nazier (2009), 76,77% unit pengelola

keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang

tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar

yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, juga ditemukan bahwa

masih sulit bagi aparatur daerah untuk menyampaikan laporan keuangan

pemerintah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti

SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang
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memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya

keahlian bidang akuntansi (Zetra, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari Dkk (2008) membuktikan dalam

penelitian bahwa kapasitas sumber daya berpengaruh terhadap keterpautan dan

keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota

Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Kemudian

penelitian oleh Ouda (2008) yang menunjukkan pengaruh positif antara sumber

daya manusia dengan kualitas pelaporan keuangan. Bukti penelitian ini didukung

oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan

bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan

pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil

membuktikan pengaruh kapaistas sumber daya manusia terhadap

ketepatwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua

variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan

keuangan.

2.8.2 Pelatihan Staf Keuangan

Menurut Krumwiede (1998), pelatihan yang memadai memiliki efek yang

berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Demikian pula

menurut Brusca (1997) yang menunjukan bahwa pelatihan staf keuangan

berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, menurut
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Ouda (2008) menunjukan pengaruh negatif antara pelatihan staf akuntansi dengan

kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis ingin menguji kembali hubungan kedua

variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pelatihan staf keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas

pelaporan keuangan.

2.8.3 Kualitas Teknologi Informasi

Penelitian Cohen et al (2007) menemukan bahwa teknologi informasi yang

dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani merupakan alat yang

sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian

dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah

daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses

pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga

laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Konsisten dengan sistem informasi dan model perubahan manajemen akuntansi,

survei di sektor publik, melaporkan bahwa inefisiensi sistem informasi dan

keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk

menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan up-to-date secara efektif,

merupakan hambatan utama untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang

berkualitas (Krumwiede, 1998; McGowan dan Klammer, 1997; Kwon dan Zmud,

1987).
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Krumwiede (1998),  menunjukan pengaruh yang positif pada kualitas pelaporan

keuangan yang menyatakan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang

lebih maju lebih dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan yang

berkualitas daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih

karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Juga oleh

Stamatiadis, et  al, (2009)  yang  memperlihatkan terdapat pengaruh positif

antara kualitas teknologi informasi dengan kualitas pelaporan keuangan. Namun

berbeda dengan peneliti sebelumnya Sukmaningrum (2013) yang menunjukan

tidak ada pengaruh antara kualitas teknologi informasi dengan kualitas pelaporan

keuangan. Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut:

H3: Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas

pelaporan keuangan.

2.8.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bastian (2010: 137) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah.

“Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan  hukum dalam
upaya meningkatkan kualitas Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Dengan mengacu pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan

akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Salah

satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
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pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti

SAP.

Untuk mendukung pernyataan di atas, hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh

(2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan SAP terhadap

kualitas pelaporan keuangan, yaitu sebelum diterapkannya SAP maka laporan

keuangan Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 belum

dapat memecahkan permasalahan pencatatan keuangan dan belum ada cara untuk

menyelesaikannya. Namun, setelah diterapkan SAP maka laporan keuangan tahun

berikutnya telah memenuhi karakteristik pelaporan keuangan yang baik (relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami).

Demikian juga penelitian yang dilakukan Lasoma (2013) menunjukkan bahwa

standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan

keuangan dengan arah positif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Dimana dengan diterapkannya SAP

akan turut meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih

berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan) dan

laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini

dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada

para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif),

investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan

akuntabilitas keuangan negara (Tanjung, 2008:31).
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Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif

terhadap kulitas pelaporan keuangan
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitan

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) di wilayah kerja daerah Bandar Lampung. Pemilihan objek

penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan

Ibu  Kota Provinsi Lampung dan merupakan kota yang telah memperoleh opini

laporan keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-

turut. Teknik penarikan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling.

Dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Instansi yang sudah menerapkan SAP yang baru yakni akrual basis,

2. Pegawai yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yaitu di bagian

Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi

Pelaporan,

Pemilihan bagian tersebut karena bagian tersebut yang bertanggung jawab dan

yang mengerti akan pengelolaan laporan keuangan di dalam organisasi mereka,

sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan.
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3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari survey responden berupa

kuisioner (Indriantoro, 2013).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey

Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati

secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu

kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan

jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner.

Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan

menjawab pertanyaan (Indriantoro, 2013).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjelaskan variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian dan pengukurannya. Penelitian ini terdiri dari satu variabel

dependen dan empat variabel independen, dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Independen: Sumber Daya Manusia (X1)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam

diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif

dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh
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potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan

kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi

menurut Sukmaningrum (2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang

diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Variabel ini diukur menggunakan

instrument kuesioner dengan likert scale 1 sampai 5, dimana responden

diminta menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya dari setiap pertanyaan

yang diajukan.

2. Variabel Independen: Pelatihan Staf Keuangan (X2)

Pelatihan staf keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai

tersedianya pelatihan memadai yang diselenggarakan, baik oleh satuan kerja

yang bersangkutan, instansi vertikalnya, ataupun instansi lain yang berkaitan

dengan pembuatan laporan keuangan pemerintah dari satuan kerja yang

bersangkutan (Hood, 1995; Ouda, 2008). Variabel ini diukur menggunakan

instrument kuesioner dengan likert scale 1 sampai 5, dimana responden

diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya dari setiap

pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3. Variabel Independen: Kualitas Teknologi Informasi (X3)

Kualitas teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah

digunakan. Juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan

terkini dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan (Indriasari Dkk,

2008). Variabel ini diukur menggunakan instrument kuesioner dengan likert

scale 1 sampai 5, dimana responden diminta pendapatnya dari setiap



37

pertanyaan yang diajukan mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

4. Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X4)

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah,

yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan

kualitas LKPP dan LKPD (Tanjung, 2012 dalam Lasoma, 2013). Variabel

penelitian ini diukur menggunakan likert scale 1 sampai 5, dimana responden

diminta pendapatnya dari setiap pertanyaan yang diajukan mulai dari sangat

tidak setuju sampai sangat setuju.

5. Variabel Dependen : Kualitas pelaporan keuangan (Y)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik

kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah relevan, andal, dapat

diperbandingkan, dan dapat dipahami. Variabel ini diukur dengan

menggunakan likert scale 1 sampai 5, dimana respoden diminta pendapatnya

dari setiap pertanyaan mulai dari tidak setuju sampai sangat setuju.
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Untuk lebih jelasnya definisi operasional variabel, dimensi serta penyebaran

indikator dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel Konsep
Variabel

Dimensi Indikator Item

Sumber Daya
Manusia (X1)

Sukmaningrum
(2013)

SDM merupakan
human capital di
dalam organisasi.
Human capital
merupakan
pengetahuan,
keterampilan, dan
kemampuan
seseorang yang
digunakan untuk
menghasilkan
layanan
profesional dan
economic rent
yang berkualitas
tinggi (Sugeng dan
Imam, 2000 dalam
Sutaryo, 2011).

1. Tanggung
Jawab

2. Kemampuan

3. Pengalaman

1. Peran dan fungsi
dari pekerjaan

2. Tugas dari
pekerjaan

3. Pedoman
pekerjaan

1. Kemampuan
dibidang
akuntansi

2. Pemahaman
pekerjaan

3. Kemampuan
yang sesuai
sebagai
pengelola
keuangan

1. Pengalaman
dibidang
akuntansi

2. Pengalam dalam
pengelolaan
keuangan

1

2

3

4

5

6

7

8
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Pelatihan Staf
Keuangan (X2)

Kesuma (2013)

Pelatihan
(training) adalah
proses pendidikan
jangka pendek
yang menggunakan
prosedur sistematis
dan terorganisir
sehingga tenaga
kerja non
manajerial
mempelajari
pengetahuan dan
keterampilan
teknis untuk tujuan
tertentu
(Stamatiadis et al
2009).

1. Kemampuan

2. Pengetahuan

1. Pelatihan itu
sendiri

2. Pelatihan bagi
karyawan baru

3. Pelatihan dapat
meningkatkan
rasa ingin tahu
dan mengatasi
masalah

4. Pelatihan dapat
meningkatkan
voleme pekerjaan

5. Pemberian
pelatihan yang
konsisten

6. Pelatihan untuk
mencari solusi

7. Pengembangan
bakat

1. Peningkatan
komunikasi

1

2

3

4

5

6

7

8

Kualitas
Teknologi
Informasi (X3)

Winindyaningr
um dan
Rahmawati
(2010)

Teknologi
Informasi  adalah
seperangkat alat
yang membantu
anda bekerja
dengan informasi
dan melaksanakan
tugas-tugas yang
berhubungan
dengan
pemrosesan
informasi (Haag
dan Keen, 1996).
Dimana teknologi
informasi tidak
hanya terbatas
pada teknologi
komputer
(software &
hardware) yang
digunakan untuk

1. Perangkat
yang sesuai
dan sistem
yang
menunjang
pekerjaan

1. Membantu
membuat
Perancanaan
dalam kegiatan
pekerjaan

2. Penyelenggaraan
SAP yang Clean
and Clear

3. Sistem informasi
yang cermat dan
lengkap di setiap
lini

4. Aplikasi
(perangkat lunak)
yang sesuai
dengan pekerjaan

5. Pelatihan
menggunakan
perangkat

6. Penggunaan
pendamping

1

2

3

4

5
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memproses atau
menyimpan
informasi,
melainkan juga
mencakup
teknologi
komunikasi untuk
mengirimkan
informasi (Martin,
1999).

untuk memahami
teknologi yang
digunakan

6

Penerapan
Standar
akuntansi
pemerintah
(X1)

Nugraheni dan
Subaweh
(2013) dan PP
No 71 tahun
2010

Standar
Akuntansi
Pemerintah (SAP)
adalah prinsip-
prinsip akuntansi
yang diterapkan
dalam menyusun
dan menyajikan
Laporan Keuangan
Pemerintah,
yang terdiri atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
(LKPP) dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(LKPD), dalam
rangka transparansi
dan akuntabilitas
penyelenggaraan
akuntansi
pemerintahan, serta
peningkatan
kualitas LKPP dan
LKPD, (Tanjung,
2012 dalam
Nugraheni dan
Subaweh,2013)

1. PSAP No. 01
Penyajian
Laporan
Keuangan

2. PSAP No. 02
Laporan
Realisasi
Anggaran

3. PSAP No. 03
Laporan Arus
Kas

4. PSAP No. 04
Catatan atas
laporan
keuangan

5. PSAP No. 05
Akuntansi
Persediaan

6. PSAP No. 06
Akuntansi
Investasi

7. PSAP No. 07

1. Basis Akrual

2. Komponen
Laporan
Keuangan

1. Penyajian
laporan realisasi
anggaran

2. Anggaran
berbasis kas

1. Penyajian
Laporan Arus
Kas

1. Calk disusun
secara sistematis

1. Pengakuan
persediaan

2. Pengukuran
Persediaan

1. Perlakuan
Investasi

1. Pengakuan aset
tetap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



41

Akuntansi
Aset Tetap

8. PSAP No. 08
Akuntansi
Kontruksi
dalam
pengerjaan

9. PSAP No. 09
Akuntansi
Kewajiban

10.PSAP No. 10
Koreksi
kesalahan,
perubahan
kebijakan
akuntansi,
dan peristiwa
luar biasa

11.PSAP No. 11
Laporan
Keuangan
Konsolidasian

2. Pengukuran aset
tetap

1. Pengakuan
kontruksi dalam
pengerjaan

1. Klasifikasi
kewajiban

2. Pengakuan
kewajiban

3. Pengukuran
kewajiban

1. Konsep koreksi
kesalahan

2. Konsep
perubahan
kebijakan
akuntansi dan
peristiwa luar
biasa

1. Komponen
Laporan
Keuangan
Konsolidasian

11

12

13

14

15

16

17

18

Kualitas
pelaporan
keuangan (Y)

Sukmaningrum
(2013)

Pelaporan
keuangan adalah
catatan informasi
tambahan atas
laporan keuangan
dari suatu entitas
pada suatu
periode akuntansi
yang dapat
digunakan untuk
menggambarkan
kinerja entitas
tersebut. Laporan
keuangan
merupakan
laporan yang

1. Relevan

2. Andal

1. Preditive value

2. Lengkap

3. Tepat waktu

1. Penyajian secara
jujur

2. Bebas dari salah
saji material

3. Netral

1

2

3

4

5

6
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terstruktur
mengenai posisi
keuangan dan
transaksi-
transaksi yang
dilakukan oleh
suatu entitas
pelaporan.
Pelaporan
keuangan dapat
dikatakan sebagai
data juga dapat
dikatakan sebagai
informasi.  Data
dapat berubah
menjadi informasi
kalau diubah
kealam konteks
yang memberikan
makna (Lillrank,
2003) yang
memiliki
karakteristik:
Relevan
(feedback value,
predictive value,
Lengkap, dan
Tepat waktu),
Andal (penyajian
secara jujur, dapat
diverivikasi, dan
netral), dapat
dipahami, dan
dapat
dibandingkan

3. Dapat
Dibandingkan

4. Dapat
Dipahami

4. Dapat
diverifikasi

1. Dapat
dibandingkan
dengan laporan
keuangan peride
sebelumnya

1. Dapat dipahami
oleh pengguna
laporan keuangan

7

8

9

Berdasarkan tabel operasional tersebut, maka pengukuran dan ukuran skala yang

digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan likert scale di

mana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang

terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket

dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S),

Cukup Setuju (CS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).
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Setiap pilihan akan diberikan skor/bobot nilai yang berbeda seperti tampak

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert

No Keterangan Skor / Bobot
1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Setuju (SS)
Setuju (S)
Cukup Setuju (CS)
Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

5
4
3
2
1

Sumber:
Ghozali, 2013

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis

Regresi Linear Berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana

satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya

(variabel dependen). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu

dilakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas.

3.5.1Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner

(Ghozali, 2013). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi

bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-

masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan,

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.
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3.5.2 Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan

dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran one shot hanya

sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain

atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha

> 0,60 Nunnally (Ghozali, 2013).

3.5.3Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel

(variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variable dependen). Oleh

karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji

hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain

mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e

Keterangan:

Y = Kualitas Pelaporan Keuangan

X1 = Tingkat pendidikan staf keuangan

X2 = Pelatihan staf keuangan
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X3 = Kualitas teknologi informasi

X4 = Penarapan Standart Akuntansi Pemerintah

α = Konstanta

βX = slope regresi atau koefisien regresi dari XX

e = kesalahan residual

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 22 dengan

tingkat signifikansi 5% (a = 0,05) (Ghozali 2013).
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BAB V
SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian penelitian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan

2. Pelatihan staf keuangan berpengaruh  pada  kualitas pelaporan keuangan

3. Kualitas teknologi informasi berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan

4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitas

pelaporan keuangan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-

saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama,

dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain yang

berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan dan bisa mengambil

sampel yang lebih luas.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup target dalam penentuan

responden penelitian dan juga lebih menyesuaikan dengan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi

pemerintahan
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5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti baru bahwa kualitas pelaporan keuangan

pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pelatihan staf keuangan,

kualitas teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Hasil ini

diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan

pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Dengan memperhatikan dan

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tanggung

jawab, kemapuan, tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung

dengan pelatihan staf keuangan dan kualitas teknologi informasi seoptimal mungkin,

dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan serta adanya rancangan

pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola dan

pelaporan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas

dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya

pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kontribusi lainnya adalah

bahwa temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian

selanjutnya, misalnya dua nilai informasi lain yang belum diteliti yaitu dapat

dibandingkan dan dapat dipahami.
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